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Dinamika kehidupan publik Indonesia belakangan ini baik pada ketiga
cabang pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) terlihat makin menjauh
dari harapan rakyat. Kalangan elit pemerintahan dan elit politik sering
melakukan pelanggaran etika publik dan ketentuan hukum dengan
melakukan misalnya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Juga banyak
terjadi pelanggaran etika publik, memunculkan politik tidak etis alias ‘tuna
etika’ lewat berbagai trick (tipu daya) dan gimmick (muslihat). Fenomena ini
nampak terus berlanjut melintasi berbagai perkembangan politik Indonesia;
entah sampai kapan.

Untuk mengingatkan, politik tuna etika itu terlihat dalam saga terkait
berbagai legislasi yang digugat kalangan masyarakat ke Mahkamah
Konstitusi (MK), seperti perubahan UU KPK, perubahan UU Minerba,
penetapan UU Cipta Kerja dan pengesahan UU IKN. Gugatan itu lazimnya
tidak dipenuhi MK dengan berbagai alasan. Jika ada yang diterima hanya
bagian kecil yang tidak substantif.

Sementara itu, dalam dua atau tiga dasawarsa, kehidupan publik
Indonesia lebih luas juga terus mengalami berbagai bentuk disrupsi. Ada
kegaduhan sosio-politik yang masih berlanjut yang disinggung di atas. Ada
krisis sosio-budaya yang seolah tidak berakhir; dan ada pula disrupsi sosio-
teknologi akibat perubahan dan kemajuan cepat dalam berbagai aspek



teknologi terutama karena sambung menyambungnya Revolusi Industri 4.0
dan Revolusi Industri 5.0.

Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan semakin memudarnya batas-
batas fisik misalnya di antara dunia maya (virtual) dengan realitas fisik dan
berbagai bidang kehidupan. Perubahan sangat cepat dalam pelbagai bidang
teknologi menghasilkan misalnya fusi ‘kecerdasan buatan’ (artifisial
intelligence), robotik, mahadata atau atau dataraya atau databandang (big
data). Dinamika ini berlanjut dalam Revolusi Industri 5.0 yang makin cepat,
apalagi akibat pandemi Covid 19 sejak akhir 2019 yang masih berlanjut
sepanjang 2022.

Sekali lagi, berbagai perkembangan dalam sains-teknologi
menimbulkan banyak disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan; sejak dari
sosio-politik, sosio-budaya, sosio-teknologi, sosio-religius, sosio-ekonomi
dan lapangan pekerjaan. Digitalisasi mengakibatkan banyak aspek teknologi
dan pekerjaan yang hilang digantikan dengan teknologi dan pekerjaaan baru.
Pada saat yang sama juga terjadi kemerosotan etika personal dan etika
publik; banyak warga (elit maupun awam) yang tidak lagi menampilkan
keadaban (civilitity) yang mutlak bagi kehidupan publik. Oleh karena itu, di
tengah berbagai perubahan dan disrupsi itu, perlu penguatan kembali
berbagai aspek etika, termasuk khususnya etika publik, etika politik, etika
keagamaan, dan bahkan etika sosio-teknologi.

Etika Publik dan Etika Politik

Dalam wacana akademik-ilmiah, ‘etika publik’ (public ethic) sering
disebut sebagai bagian dari ‘etika politik’ (political ethics) karena politik
dipandang sebagai sangat menentukan berbagai aspek kehidupan publik.
Tetapi etika publik sering pula dikontraskan dengan etik pribadi (private
ethic) yang lebih Dbersifat personal, yang tidak selalu terkait dengan
kehidupan publik.

Selanjutnya, etika publik dan etika politik bersumber dari induknya
‘etika’ secara umum. Etika yang juga dikenal sebagai ‘filsafat moral’ adalah
cabang filsafat etika atau filsafat moral yang mencakup sistematisasi,
pembelaan dan penegasan tentang konsep dan nilai baik dan buruk.
Kandungan dan nilai baik buruk juga ada dalam agama, tradisi dan kearifan
lokal yang mengatur kehidupan publik dengan baik.



Etika lazimnya juga memiliki tiga bagian besar: meta-etika, etika
normatif dan etika terapan. Ketiga bagian atau aspek etika ini juga berlaku
bagi etika publik atau juga politik.

Penting dicatat, konflik dan dilema sering terjadi antara etika dengan
politik. Hal ini tak karena sifat kedua bidang yang bukan tidak sering
kontradiktif; etika di satu pihak merupakan nilai dan prinsip etis dan moral
luhur. Sedangkan politik pada pihak lain—meski juga mengandung prinsip
dan nilai luhur—sering terseret dan terjerumus ke dalam kepentingan politik
partisan, pragmatis dan oportunistik yang mengabaikan kepentingan warga
dan publik secara keseluruhan.

Sedangkan ‘politik’ secara sederhana adalah istilah yang umumnya
diterapkan pada ‘seni’ atau ‘cara’ pengelolaan pemerintah atau kenegaraan,
termasuk perilaku pejabat publik dalam pemerintah. Dalam pengertian ini,
pengelolaan pemerintahan atau negara secara untuk kepentingan publik dan
warga memerlukan tidak hanya undang-undang, tetapi juga etika politik.

Etika politik sering juga disebut sebagai ‘moralitas politik’ atau ‘etika
publik’. Oleh karena terkait dengan ranah publik, etika politik menyangkut
praktek penilaian etis dan moral terhadap keputusan dan aksi politik beserta
aktor dan agen politik yang berada di ruang publik dan mengandung
konsekuensi dan implikasi tertentu terhadap kehidupan publik.

Etika politik biasanya dibagi menjadi dua bagian yang masing-
masingnya distingtif tapi tetap terkait satu sama lain. Kedua bidang etika
politik tersebut bersumber dari filsafat etika/moral, filsafat politik, ilmu
politik dan teori demokrasi.

Pertama, etika proses politik, menyangkut proses-proses politik yang
berlangsung apakah sesuai atau tidak dengan nilai etis dan moral yang
berlaku dalam kehidupan publik. Etika proses politik juga terkait dengan
ketentuan hukum yang mesti dipatuhi setiap dan seluruh pejabat publik
sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan.

Kedua, etika kebijakan politik, menyangkut kebijakan yang
semestinya sesuai dengan tujuan politik demokrasi dan kehidupan
berbangsa-bernegara—untuk kepentingan publik sebesar-besarnya. Etika
kebijakan publik berpijak pada prinsip keadilan dan kesetaraan bagi setiap
dan seluruh warga.



Tidak ragu lagi, etika politik sangat penting dalam kehidupan politik
dan publik. Tanpa etika politik, yang terjadi bukan hanya kekacauan dalam
pengelolaan lembaga-lembaga negara, tetapi juga dapat menjerumuskan
negara menjadi negara gagal (failed state). Oleh karena itulah etika politik
mesti diperkuat terus menerus, walaupun usaha ini tidak mudah sama sekali.

Aktualisasi Etika

Penerapan atau pembumian etika pribadi dan etika publik oleh para
pejabat publik khususnya mutlak adanya agar mereka teguh dalam
penyelenggaraan politik dan negara. Jika mereka memiliki integritas dan
keteguhan dalam menerapkan atau membumikan etika politik dan etika
publik, mereka juga lebih tegar misalnya menghadapi godaan korupsi dan
berbagai bentuk pelanggaran hukum dan moral lainnya.

Pembumian etika pribadi, etika publik dan etika politik di kalangan
politisi dan pejabat publik dapat dilakukan dengan memberdayakan aparat
negara, pihak swasta, organisasi massa dan LSM vyang ada dalam
masyarakat Indonesia sendiri. Mereka semua secara simultan mesti terus
memperkuat kerjasama dan jaringan agar senantiasa memiliki kesadaran
kuat tentang pentingnya penguatan etika dalam penyelenggaraan negara.

Pada saat yang sama perlu memperkuat kesadaran tentang bahaya
pelanggaran etika pribadi, etika publik dan etika politik. Para pejabat publik
dengan demikian dapat menyadari misalnya bahaya pelanggaran etika
semacam korupsi terhadap kehidupan pribadi, keluarga, negara dan bangsa.
Dengan kesadaran tentang etika pribadi, etika publik dan etika politik dan
bahaya pelanggaran terhadap etika tersebut dapat mendorong peningkatan
berbagai upaya pemberantasan korupsi. Karena itu perlu dilakukan
identifikasi tentang kekuatan dan kelemahan yang ada dalam pembumian
etika, sehingga dapat dibangun kapasitas integritas etis dan moral yang
memadai dalam diri setiap pejabat publik dalam menghadapi korupsi.

Dalam rangka penguatan etika pribadi, etika publik dan etika politik
penyelenggara negara atau pejabat publik jelas perlu penguatan etika itu
sendiri. Seperti disinggung di atas, etika umumnya dipahami sebagai ‘teori
atau ilmu tentang praktek moral’. Etika juga dipandang sebagai karakter atau
etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma luhur. Dengan
pengertian ini, etika tumpang tindih dengan moralitas dan/atau akhlak



dan/atau social decorum (kepantasan sosial) yaitu seperangkat nilai dan
norma yang mengatur perilaku manusia yang bisa diterima masyarakat,
bangsa dan negara.

Menurut Markkula Center for Applied Ethics di Universitas Santa
Clara, etika secara lebih rinci sebagai ukuran dan standar tentang yang benar
dan baik dengan yang salah dan tidak baik. “Pertama-tama, etika mengacu
kepada standar-standar baku tentang yang benar dan yang salah, yang
menegaskan tentang apa yang harus dilakukan manusia, biasanya dalam hal
hak, kewajiban, kemanfaatan bagi masyarakat, dan kebajikan (virtues) bagi
semua”. Etika pada saat yang sama juga menyangkut standar-standar tentang
perbuatan yang mesti dijauhi seperti korupsi, mencuri, menipu, memfitnah
dan berbagai perbuatan buruk lainnya.

Asosiasi Penyelenggara Pemerintahan Kota Internasional bersepakat
tentang etika; merumuskannya dalam sejumlah bentuk perbuatan baik atau
kebajikan yang mesti dijalankan dan perbuatan buruk yang mesti
ditinggalkan seperti: baik dan buruk; benar dan salah; kebajikan dan
kemungkaran; manfaat dan mudarat; kehati-hatian dan kelalaian; karakter
dan keurakan.

Dalam konteks Indonesia, etika terkandung tidak hanya dalam ajaran
agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum berupa adat
istiadat dan nilai luhur sosial budaya. Di tengah perubahan sosial-budaya
begitu cepat yang membuat tergerusnya nilai-nilai tersebut, perlu
pemberdayaan dan revitalisasi nilai budaya yang kondusif dan supportif bagi
penguatan etika politik dan integritas para penyelenggara negara.

Jelas, dalam masyarakat kita sebenarnya terdapat banyak nilai
budaya—yang sering tumpang tindih dan berpadu dengan nilai dan ajaran
agama—seperti etos kerja yang tinggi untuk menjalankan tugas sebaik
mungkin; disiplin dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas; jujur dalam
pelaksanaan tugas; amanah dalam memegang setiap tanggungjawab;
bertanggungjawab (akuntabel) dalam tugas; adil dalam menghadapi dan
menyelesaikan berbagai masalah; malu melakukan kesalahan; dan patuh
pada tatanan hukum, ketentuan dan ketertiban.

Nilai budaya dan agama yang kondusif dan suportif bagi penciptaan
dan penguatan etika politik dan integritas para pejabat publik sayangnya
belum ‘membudaya’ dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Faktor



penyebabnya cukup banyak, mulai dari ‘keterbelahan pribadi’ (split
personality) pejabat publik bersangkutan yang memisahkan nilai budaya dan
agama yang luhur dengan praktek kehidupan sehari-hari mereka.

Faktor kedua, adanya dorongan gaya hidup materialistik dan
hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran
integritas. Faktor Kketiga, ketiga lemahnya penghormatan pada tatanan
hukum. Faktor keempat, lemahnya penegakan hukum penegak hukum; dan
kelima, adanya permissivisme luas masyarakat terhadap pelanggaran norma
etika, budaya dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik.

Aktualisasi etika, nilai budaya dan agama yang suportif bagi etika
politik dan integritas pejabat publik memerlukan berbagai dukungan. Dalam
prakteknya nilai-nilai tersebut tidak bisa berdiri sendiri, sebab mereka lebih
merupakan himbauan moral daripada kewajiban yang mesti dilaksanakan
lengkap dengan sanksi hukumnya. Karena itu, aktualisasi nilai itu selain
memerlukan sosialisasi dan pembudayaan terus menerus, juga meniscayakan
dukungan penegakan hukum konsisten, yang memiliki kekuatan memaksa
sehingga berbagai nilai tersebut benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan
pribadi, masyarakat dan negara bangsa.

Prinsip Pengelolaan Etika

Pengembangan etika politisi dan pejabat publik dapat dilakukan
melalui pendidikan sejak pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan
tinggi. Banyak nilai tersebut telah diajarkan melalui berbagai mata
pelajaran/mata kuliah. Persoalannya, nilai-nilai tersebut lebih diajarkan
secara kognitif daripada afektif dan psiko-motorik.

Karena itu nilai-nilai itu menjadi sekadar pengetahuan yang bakal
diujikan daripada dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat
kenyataan ini, perlu pendekatan dan metode pembelajaran baru yang lebih
memungkinkan terjadinya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai tersebut
bagi peserta didik dalam kehidupan mereka.

Meski sumber dan nilai etika begitu melimpah dalam masyarakat,
dalam prakteknya etika cenderung diabaikan banyak penyelenggara negara,
aparat birokrasi, pihak swasta, dan kalangan masyarakat. Meminjam
kerangka Prinsip Pengelolaan Etika dalam Pelayanan Publik ada beberapa



langkah kebijakan dan langkah yang dapat diambil untuk penerapan etika
secara komprehensif tapi praktis:

Pertama, adanya kejelasan standar dan ukuran etika bagi pelayanan
publik. Penyelenggara negara dan pelayan publik perlu tahu secara jelas
tentang prinsip-prinsip dan ukuran-ukuran dasar tentang pekerjaan mereka
lengkap dengan batas-batas jelas tentang mana yang boleh dan tidak boleh.
Kedua, adanya kerangka hukum tentang standar etika yang menjadi dasar
bagi standar dan kewajiban setiap pelayan publik. Harus ada kerangka
hukum dan ketentuan yang merupakan bimbingan, penyelidikan, tindakan
pendisiplinan dan hukum bagi setiap pelanggaran.

Ketiga, adanya Bimbingan Etika bagi setiap pelayan publik untuk
dipegangi, disosialisasikan dan dipromosikan setiap pihak sepanjang waktu;
Keempat, adanya kejelasan tentang hak dan kewajiban pelayan publik ketika
melakukan pelanggaran, yang juga mencakup ketentuan dan prosedur yang
harus diikuti pemeriksa dan pelayan publik yang terduga melakukan
pelanggaran etika.

Kelima; adanya komitmen politik untuk menegakkan etika pelayan
publik. Para pemimpin politik dan petinggi birokrasi bertanggungjawab
mempertahankan penegakan etika; dan menindak setiap mereka yang
melanggar etika yang telah ditetapkan; Keenam, adanya transparansi dalam
pengambilan keputusan agar kekuasaan dan kewenangan kekuasaan dan
sumberdaya yang dipercayakan kepada pemegang posisi puncak dapat
terjaga dalam penegakan etika dan penindakan pelanggaran.

Ketujuh, adanya panduan yang jelas tentang interaksi yang dibenarkan
di antara sektor publik dan swasta/masyarakat sehingga tidak terjadi konflik
kepentingan, penyalahgunaan wewenang dan korupsi; Kedelapan, adanya
contoh dan praktek konsisten dalam penegakan etika oleh setiap atasan. Jika
atasan melakukan pelanggaran etika, maka ia telah memberikan contoh tidak
baik dan sekaligus membuka ‘kebolehan’ pelanggaran etika oleh anak
buahnya.

Integritas Iman, Ilmu dan Amal

Dalam penanaman etika prbadi, etika publik dan etika politik perlu
disinggung sedikit tentang integritas. Dalam perspektif agama integritas
adalah keterpaduan antara iman, ilmu dan amal. Iman adalah dasar yang



menjadi kekuatan penggerak (driving force) dalam berpikir dan bertindak.
Tetapi iman saja tidak cukup; harus disertai dengan ‘ilmu’ baik menyangkut
berbagai aspek ajaran agama, tetapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari.

Dan, iman dan ilmu menjadi hampa jika tidak disertai dengan amal
[saleh, good deeds); iman tanpa amal adalah ibarat pohon tanpa buah.
Bahkan orang yang beriman tanpa amal saleh termasuk ke dalam golongan
orang yang merugi. Karena itu, kehidupan dan keimanan hanya bisa
bermakna kalau mereka yang beriman selalu mengerjakan amal saleh. Dan,
amal saleh itu tidak hanya menyangkut ibadah-ibadah pokok, tetapi segenap
perbuatan dan tindakan yang baik bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat,
bangsa dan negara.

Karena itu, integritas iman, ilmu dan amal merupakan salah satu
sumber utama dan etos dalam pembentukan tata pemerintahan yang baik
(good governance) dan corporate culture—dengan begitu, etika publik dan
etika politik. Keterpaduan di antara ketiganya dapat mendorong para pelaku
yang beriman tersebut untuk menghasilkan tatanan dan pelaksanaan tugas
secara maksimal dan terbaik. Iman mendorong orang beriman untuk
memandang setiap pekerjaannya sebagai ibadah; bukan sebagai tindakan dan
perbuatan ‘keduniaan’ belaka. Sebagai ibadah, setiap perbuatan yang baik
dan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ‘rukun’ dan ‘syarat’nya, sehingga
dapat memperoleh ‘ganjaran’ (rewards) baik di dunia maupun di akhirat
kelak. Agar pelaksanaan tugas yang merupakan ibadah itu dapat terlaksana
dengan maksimal, perlu pengetahuan dan ketrampilan memadai. Untuk itu,
merupakan kewajiban setiap orang, khususnya pejabat, pegawai dan pekerja
meningkatkan ilmu, keahlian dan ketrampilannya.

Penguatan etika birokrasi untuk membangun good governance dan
corporate culture dengan demikian merupakan implikasi logis belaka dari
iman, ilmu dan amal. Karena itulah setiap mereka yang beriman juga
dituntut untuk senantiasa ‘memperbaharui’ keimanan, yang dapat
mengalami ‘pasang naik dan surut’. Dengan imannya yang senantiasa
terbarukan—sehingga menjadi dinamis—orang yang bersangkutan juga
selalu ingin untuk melakukan tajdid (renewal, pembaruan) dan islah
(reform, reformasi). Pembaruan dan reformasi—yang bertitiktolak dari iman
dan ilmu yang kuat—niscayalah dapat menghantarkan diri, masyarakat,



bangsa dan negara ke dalam kehidupan lebih baik, termasuk khususnya juga
dalam penciptaan good governance dan corporate culture.

Dalam konteks good governance, integritas iman, ilmu dan amal
dapat mewujudkan pribadi-pribadi—termasuk pegawai yang juga memiliki
integritas pribadi. Pejabat publik dan pegawai yang memiliki integritas
menggunakan kekuasaan dan wewenang resminya hanya untuk tujuan-
tujuan yang syah (justified) menurut hukum. Integritas merupakan anti-tesis
dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan
yang tidak syah baik oleh individu maupun kelompok yang memegang
kekuasaan, otoritas dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan
integritas pribadi pejabat publik dan pegawai merupakan salah satu faktor
terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam
reformasi birokrasi dan administrasi guna tercapainya tujuan pembentukan
good governance.

Penutup

Untuk implementasi dan aktualisasi nilai budaya dan agama yang
suportif bagi pembinaan dan penguatan etika publik dan etika politik pejabat
publik perlu berbagai dukungan. Dalam prakteknya ajaran agama dan nilai
budaya luhur yang juga menjadi sumber etika publik dan etika politik tidak
bisa berdiri sendiri, sebab mereka lebih merupakan himbauan moral
daripada kewajiban yang mesti dilaksanakan lengkap dengan sanksi-sanksi
hukumnya.

Karena itu, guna penanaman dan penguatan etika publik dan etika
politik lewat aktualisasi ajaran agama dan nilai/tradisi luhur itu perlu
sosialisasi dan pembudayaan secara terus menerus. Selain itu juga
meniscayakan dukungan penegakan hukum yang konsisten, yang memiliki
kekuatan memaksa sehingga nilai-nilai tersebut dapat benar-benar
teraktualisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara bangsa.

Hanya dengan pemimpin yang memegangi etika publik, etika politik,
berintegritas, berkarakter dan berjati diri, ketahanan nasional negara-bangsa
Indonesia dapat diperkuat. Dengan begitu pula sekaligus Pancasila
diterapkan dalam kehidupan publik. Sebaliknya, pemimpin yang tuna etika
publik, tuna etika politik dan tidak berintegritas dan tidak komit pada
penciptaan good governance mengakibatkan ketidakadilan, kekacauan
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pelaksanaan pembangunan dan yang dapat menciptakan pada keresahan
sosial-budaya, ekonomi dan agama. Keadaan seperti ini jelas bertentangan
dengan kelima sila Pancasila. Dalam keadaan ini, ketahanan nasional dapat
menjadi merosot yang akhirnya bisa menimbulkan disintegrasi sosial,
budaya, agama dan politik.
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